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KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 7
Tahun 2019;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang
harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

—_

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5558)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dipindai dengan CamScanner




11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten ( Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipeten( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017 Nomor 33);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas
Desa( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2017 Nomor 35);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah
Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Nomor 51);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
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Menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

211

22.

23.

24.

25.

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor
80);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Nomor 33);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2019 Nomor 38);

Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016
Nomor 1);

Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Banaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Banaran
Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Desa Banaran Nomor 03 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 3);

26. Peraturan Desa Banaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020
(Lembaran Desa Banaran Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

dan
KEPALA DESA BANARAN

MEMUTUSKAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

2. Belanja Desa

Pasal 1

Rp. 1.984.716.300
Rp. 1.997.626.687

Surplus/(Defisit) Rp. (12.910.387)
3. Pembiayaan Desa Rp.

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 12.910.387

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 12.910.387

SilPA tahun anggaran berkenaan Rp. 0]
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a

b.
c.
d.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Daftar penyertaan modal (jika tersedia);

Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tanhun anggaran sebelumnya
(jika ada).

Pasal 4

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(1)

Pasal 5
Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan menddesak yang belum tersedia anggarannya , yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan
APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan
tidak dapat dipredikasi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun
berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. £
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dalam Lembaran Desa Banaran.
apkan di Banaran
N ggp.l 27 Desember 2019
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PLAYEN
DESA BANARAN

Alamat: Jalan. Wanagama I, Km.2,Banaran,

Kodepos 55861, telp. (0274)2910277

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN

DAN
KEPALA DESA BANARAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

Playen, Gunungkidul

NOMOR : 9 TAHUN 2019
NOMOR : 9 / BPD / XII / 2019

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu
Sembilan Belas bertempat di Kantor Kepala Desa Banaran Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020. Disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Camat.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Banaran dan ditanda tangani

bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.
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DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal  : .<MENDLL [ A% X650
Jam / Tempat 20:00 WI8, . / Kantor Kepala Desa Banaran
Acara .. Xembahosan | RARRDes 2020 ...
................................................................ YT
’;O NAMA JABATAN < MG AN
1 | Suminto Kepala Desa M
2 | Sumarwoto, SE Ketua BPD W :
'V
3 | Naskhan Suroto, SE Wakil Ketua BPD l
4 | Bety Indriyani Sekretaris BPD W
Ketua Bidang Penyelenggaraan
5 | Nuri Nuryanto Pemerintah Desa dan Pembinaan ﬂ%ﬁ»o
Masyarakat l
Ketua Bidang Pembangunan Desa Q
6 |Elly Nur H dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa /
717
7 | Wardoyo Anggota BPD (ZZL
/ L
8 | Sularto Anggota BPD ,%
=
9 | Ramlan Jumaji Anggota BPD
10 | Hermanta Anggota BPD :
pU
11 | Andi Setiawan Sekretaris Desa /ﬂ?ﬁ(
12 | Subayari Kasi Pemerintahan Wﬁ
13 | Suhud Prabowo Kasi Kesejahteraan W
14 | Eka Naila Hadi Kasi Pelayanan M
15 | Suhendri Azis K Kaur Keuangan A gp{‘ :
16 | Budi Santoso Kaur Perencanaan aa‘." ) \
17 | Sigit Widiyantoro Kaur TU&Umum (
Dukuh Banaran IV
N\
Dukuh Banaran VI =
by

Staf Kaur Keuangan
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA BANARAN

NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

2711212018 10:12:46

KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
(Rp)
1 2 3 4
4, PENDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 112.500.000,00
42 Pendapatan Transfer 1.869.716.300,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.984.716.300,00
5. BELANJA
51, Belanja Pegawai 612.898.416,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 415.475.271,00
53, Belanja Modal 969.253.000,00
JUMLAH BELANJA 1.997.626.687,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.910.387,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 12.910.387,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 12.910.387,00
PEMBIAYAAN NETTC 12.910.387,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
= — — ——
—Banaran, 27 Desember 2019
ATEN GU"U\\
KEPRL
—
Halaman 1
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA BANARAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANARAN

TAHUN ANGGARAN 2020
:E—K;g[:fw A URAIAN ANC:?Q"\’F;AN SUMBERDANA
MK 3 4 5
(T 4. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asli Desa 112.500.000,00
4.2, Pendapatan Transfer 1.869.716.300,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.984.716.300,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 840.683.967,00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 686.632.416,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,00 | ADD
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 484.590.000,00 | ADD
1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawai 484.590.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 53.308.416,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 53.308.416,00
1.1.04 Z';nyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 50.537.500,00 | ADD, DLL, PAD, |
1.1.04 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 50.537.500,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 39.000.000,00 | ADD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 39.000.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 5.796.500,00 | ADD
, Listrik dlil)
1.1.06 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.796.500,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 17.400.000,00 | ADD, PBH
11.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00
12, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 3.550.000,00
1294 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 2.050.000,00 | ADD, PAD
1294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00
1.2.95 Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja 1.500.000,00 | ADD
1295 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
13. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipi!, Statistik dan 4.344.071,00
Kearsipan
13.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.029.071,00 | ADD, DLL
13.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.029.071,00
1.3.90 Penyusunan monografi desa 777.500,00 | ALD
o m 2711272019 10:12:31 Halaman 1
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mfnc URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
|- (Rp)
1 2 3 4 5
==
1.3.90 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 777.500,00
1.3.91 Pendataan keluarga/rumah tangga miskin 2.537.500,00 | ADD
1391 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.537.500,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perancanaan, Keuangan dan 46.857.500,00
Pelaporan
1.4.01 ;:r‘;nle:)nggaman Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 3,500.000,00 | ADD, PAD, PBH
1401 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 4.475,000,00 | ADD, PAD, PBH
14.03 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.475.000,00
1.4.04 ZT)"WSUH&H Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 4.512.500,00 | PBH
14.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.512.500,00
1.4.06 ::)"WSUM" Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang 2.450.000,00 | ADD
1.4.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00
1.4.07 ::;WSUM“ Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar 1.237.500,00 | ADD, PAD
14.07 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.500,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 5.262.500,00 | DDsS
14.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.262.500,00
1.4.90 Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran 3.000.000,00 | ADD, PBH
1490 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.4.91 Pengisian perangkat desa 21.420.000,00 | PAD, PBH
1491 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 21.420.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 100.300.000,00
1.5.02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age 90.000.000,00 | FAD
nda Pertanahan)
15.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 10.300.000,00 | PAD
1.5.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 385.276.000,00
241. Sub Bidang Pendidikan 31.230.000,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 26.400.000,00 | DDS
(Honor, Pakaian dlf)
2101 | 52, Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00
21.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac 4.830.000,00 | DDS
a)
2108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00
2108 | 52 Belanja Modal 3.000.000,00
‘ 2.2, Sub Bidang Kesehatan 62.555.000,00
[ 2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 6.512.500,00 | DDs
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.512.500,00
Penyuluhan dan Pelztihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad 1.887.500,00 | pDS
er Kesehatan dl)
i 27/12/2019 10:12:32 Halamar; 2
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[ KODE e
ING URAIAN ip
REKEN ANGGARAN SUMBERDANA
1 2 —3\\ (Rp)
e 4 5
2203 | 52 Belanja Barang dan Jaga
22,04 Penyelenggaraan Desa Sjaga Kesehatan 1T
2204 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.175.000,00 | DDS
4.175.000,00
22,09 pemba“ﬂuﬂar\IRehabilimavponingkutun/p
Posyandu/Polindes/PKp ** engadaan Sarana/Prasarana 750,000,00 | DDs
2200 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa
2.94 Pemberian mak 750.000,00
J a ;
3 non tambahan untuk baltarsiswa pAUD 21.150.000,00 | oS
2294 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa '
g 21.150.000,00
22.98 Insentif kader kesehatan/KB
28.080.000,00 | pps
2298 | 5.2 Belanja Barang dan .'asa
28.080.000,00
X1 Sub Bidang Pek
23 11 Pemb : :/R.dnn mum dan Penataan Ruang 244.576.000,00
2.3, mbangunan/Rehabilitasi/Peni -
Permukiman **) eningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 207.676.000,00 | DoS, PaK
2311 | 5.3. Belanja Modal
e 207.676.000,00
2.3.14 embangunan/Rehabilitasi i
kan di) % ehablitasiPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo 36.900.000,00 | P8k
2314 | 5.3. Belanja Modal
36.900.000,00
A, Sub Bid i
: ang Kawasan Pemukiman 46.915.000,00
4.01 Dukungan P
24 Huni GwlNelak““aa" Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 30.000.000,00 | P3K
2401 | 53, Belanja Modal 30.000.000,00
2491 Pemberian stimulan jamban sehat 16.915.000,00 | pps
2491 | 52, Belanja Barang dan Jasa 16.915.000,00
3 BID PEMBINAAN K SYARAKATAN 750.209.200.00
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan §75.000,00
Masyarakat
3.1.90 Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana 975.000,00 | PBH
3180 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 975.000,00
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 14.550.000,00
32,02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ 9.625.000,00 | aDD
Kab/Kot)
3202 | 52, Belanja Barang dan Jasa 9.625.000,00
‘ 32.96 Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya 4.925.000,00 | DDs
329 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.925.000,00
33, Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 718.727.000,00
33.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa 691.677.000,00 | pos
n & Olahraga Milik Desa
8305 | 53 |  Belanja Modal 891 877,000
33.90 Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 25.575.000,00 | ADD, PBH
25.575.000,00
33.90 5.2, Belanja Barang dan Jasa
339 1.475.000,00 | ADD, PBH
.93 Operasional Karang Taruna
33 1.475.000,00
S8 | 52, Belanja Barang dan Jasa
kat 15.957.200,00
idang Kelembagaan Masyara
BFIb - §e 9.944.700,00 | PAD, PBH
Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
Halaman 3
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REKENING AN ANGGARAN SUMBERDANA
1 T (Rp)
4 5
34,00 | 6.2 Belanja Borang dan Jasa
.944.700,00
3.4.92 Optimalisasl peran Tim Koordinasi Penan I 9.94.
K Desa) agulangan Kemiskinan Desa (TKP 962,500,00 | DLL
3492 | 6.2, Belanja Barang dan Jasa
962.500,00
3.4,95 Operaslonal LPMD dan/atau LPMD
2.550.000,00 | ADD, DLL
1495 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa
2.550.000,00
1.4.96 Operasional PKK
2.500.000,00 | ADD, DLL
3496 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00
$ \YAAN MASYARAKAT 17.457.500,00
‘ Sub Bid
4.3 o :I:Q P:nlnﬂkutnn Kapasitas Aparatur Desa 3.360,000,00
4,3.02 eningkatan Kapatitas P
n8 Perangkat Desa 1.837.500,00 | ODS
43.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa
. 1.837.500,00
3.0 eningkatan Kapasit
] Pasiee.BRD 1.512.500,00 | DDS
03 | 5.2, Belanja Baran
43 ) g dan Jasa 1.512.500,00
4. Sub Bid P, .
: Kouuarg:ng emberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 12.097.500,00
44,02 Pelathan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 3.910.000,00 | DDS
4402 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 3.910.000,00
44,90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana) 1.625.000,00 | DDS
44,90 5.2 Be]anja Barang dan Jasa 1.625.000.00
44,92 Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa 3.962.500,00 | DDS
4492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.962.500,00
4.4.96 Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja 2.600.000,00 | DRS
4496 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
4.6, Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.010.000,00
46,02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 2.010.000,00 | DDs
46.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00
5 B E LANG, ENCANA, DARURAT DAN MENDE D 4.000.000,00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 4.000.000,00
5.1.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 4.000.000,00 | PAD
5101 | 52, Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.997.626.687,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.910.387,00)
6. PEMBIAYAAN
12.910.387,00
6.1. Penerimaan Pembiayaan
12.910.387,00
PEMBIAYAAN NETTC k.
Halaman 4

Dipindai dengan CamScanner




| = — |

!L REKENING ANGGARAN SUMBERDANA
| 2 S (Rp)
, 5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAR 2
0,00

Halaman 5

Dipindai dengan CamScanner




Menimbang

Mengingat

PE ~
MERINTAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PLAYEN

Alamat : Sumbe

10, Desa Bje
beran, Kecamatan Playen, Telp. 391021 Kode Pos. 55861

a.

w

KEPUTUSAN

CA

@0 IKPTS/2019

CAMAT PLAYEN,

bahwa Rancan

gan Peraty
Pendapatan dan Be| b
agar tidak berten
Perundang-undanga

ba:wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi terhadap
Rancgngan Peraturan Desa Banaran tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

; Desa Banaran tentang Anggaran
anja Desa Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi
tangan dengan kepentingan umum, peraturan
N yang lebih tinggi;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakaria;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;
Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

enangan Desa ; |
g::vaturang Menteri Desa, Pembangunan Daerah TBmﬁggal,‘ t.ian
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapanan Prioritas
Desa Tahun 2018;
I;engt?lg:anh?:;aeri Keuangan Nomor 50/PMK.071201.7 tentang
o an Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
diubah terakhir goqen” rubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

17 tentang Pe
zﬂpﬂu;:.]oﬁifl’w 5Q/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
ual

Daerah dan Dana Desa;
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10. Peraturan Menter
N Menteri
Transmlgrasi Repub esa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

lik | i .
Penggunaan Dana Des: :2:?,:2?10;‘0' 16 tahun 2018 tentang Prioritas

11. Peraturan Memeﬁ
Dal .
Pengelolaan Keuanga: gga_"legen Nomor 20 Tahun 2018 tentang
12, Peraturan Dagrap, jg :
2017 tentang p
Tanah Kadipgtenea_i?nb:an dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
2017 nomor 1) fan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
13. Peraturan
tentang Tatc;ugzrrgu; Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 tahun 2017
Tanah Kadipaten ( gf;giotaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
2017 Nom0r34) fta Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Peratur

s ¢ entangaggr::sg:;[zai;anh rI‘slimevm Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017
lZogyakarta Tahun 2017 No:wr 2:8)8 (Berka Dnersh Daccanisimess

15. T:;i‘:fggga?;l :(abuppaten Gunungkidul Nomor ~ 4,LD.2019/Nomor 4
Daerah Tahun A g gruba.\han Anggaran Pendapatan dan Belanja
Peraturan Bupati ! 0 50

16. S Wei‘):;:" g‘»unungkldul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan

ng Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Aloksi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019Nomor 58)

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

19, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Milik Desa;

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019 tetang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedornan
Pengeloaan keuangan Desa

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 2
2 i terhadap Rancangan Peraturan Desa Plembutan tentang Nuggamn
Sl . g:ilc;]::;taen daaneIanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Camat ini. Lk o SR
3 ma BPD supaya segera melakukan penyemp
KE'DUA = 2?:: lt):zarr:‘::dap Rancangan Peraturan Desa Plembutan tentang
Anggpfmyesu Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Apggaran_ 20?0 be_rﬂgsarkan
hasil :r\?ar;uasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
‘ Keputusan ini.
KETIGA . Dalam hal Kepala Desa dan BP!

D tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan

tang Anggaran
Peraturan Dasa Plembutan ten
o il g:;ﬁ:gggsa Tahun Anggaran 2020 akan zigg(ukan
| Peﬂ%z;;t:: o?:l? Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Desa

Tahun 2019. APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang
‘ ksanaan
: Penganggaran dan pe::ran Plembutant entang Anggarantl‘ifendaketer;:::::
ditetapkan de[r)wgan {f:{:m Angngfraan 2020, sah apabila memenuhi
dan Belanja Desa
peraturan perundang-undangan-

Dipindai dengan CamScanner



N Keputusan ini disampaikan ke ad ;
TE“;Egast‘:Gunungkldul (sebagai laporan); i,

1 Daerah Kabupaten Gunungkidy!:
g. :?;':SWDW Pemberdayaan Perempun. P

erindungan An
pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupate ng , ak, dan Keluarga Berencana,
, KetuaBPD Logandeng " Gununghidul;
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"Lampiran APBDesa :

LAMPIRAN
NerUTUSAN CAMAT pLAYEN
TEnR s KPTSz018

EVALUAS| T
DESA BA ERHADAP RANCANGAN PERATURAN

TENTANG ANG
GARAN PE
DESA TAHUN ANGG Nggzwm DAN BELANJA

A HASIL EVALUAS]

—4. Dalam konsiieran agar ditambahkan

wa Y
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanahog}(?kana Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

- Peraturan Gubemur Daerah lstjmewaNomorIM)

Yogyakarta N
Pemenfaatan Tanah Desa ( Beri Ogyaks omor 34 tahun 2017 tentang
35) (Berita Derah Darah Istyimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor

a. Dalam penyusunan Rancangan APBDesa telah selaras dengan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tah
Kewenangan Desa Banaran. un 2020 dan Peraturan Desa tentang Daftar

b.Penempatan kegiatan dalam kelompok Belanja Desa (sesuai bidang belanja) telah sesuai d
dengan ketentuan.

c.Penganggaran Siltap Kades dan Perangkat Desa, , tunjangan dan operasional BPD
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala desa dan perangkat Desa tidak melebihi 30% (tiga
puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa yaitu 30,83 % (tiga puluh koma delapan
puluh tiga perseratus) supaya menjadikan perhatian agar sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015.

Penjabaran APBDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Des

1. Kegiatan Musrenbangdes Supaya menganggarkan Honorariaum Nara sumber Karena

ada agenda tanggapan resmi dri Kecamatan

B, Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1, Kegiatan (4.4.92) Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Desa agar tidak
menggunakan Sumber dana dari Dana Desa, karena bersifat seremonial suapaya digandi dari
sumber dana lainnya _

2, Kegiatan (4.4.93) Penyelenggaraan Festifal/Pagelaran seni budaya untuk anak, agar

tidak menggunakan sumber dana dari Dana Desa, Karena bersifat seremonial ,supaya diganti

dari sumber dana lainnya : iti
3.Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Belanja Bener agar ditiadakan dengan

menggunakan LCD+
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pEMERINTAH KABUPATEN GUN
INSPEKTORAT DAERK:GKIDUL

Iama[ . Jalan Taman Bhaktl Nomor
p; 2B Wonosarl 66812 Tolp/Fax (0274) 491

559

BERITA ACARA EVALUAS|

51 TENSI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PEND

KA A
ANGGARAN 2020 APATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDES) TAHUN

al delapan belas Desember Tahun Dua Riby §
' . embilan Bel
iselenggarakan Asistensi P 6las bertem
d ag enyusunan Rancangan APBDgs Tahu:aﬁlnzlggv:?g(gfpa‘ e ot
Obyek Pomarkssen] 0, Acara ini ditiadwi olen

ynan Rancangan APBDes TA 2020 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagal berik
gal berkul

K

n
- part in! nu:;k:ulglglnh _
Egbupmen Gnug Tim Pendamping dengan Pemerintah Desa sebagal Audili (
asi

sind i
E {ovalu®! penyus

-
W
<

CATATAN HASIL EVALUAS|
: : ; REKOM
ergapa! kegiatan galam rancangan APBDes yang tidak direncanakan dalam  |Melakukan koreksi atas szggn APEDe
- ’ g % 523U

Terdap!

B B e T da
RKPCE Antara lain : ngan RKPDes
~TPenyediaan sarana aset tetap perkantoran
Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
Penyusunan kebijakan desa (Perdes, Perkades diluar dokumen
rencana pembangunan/keuangan)
Pengelolaan perpustakaan milik desa (buku-buku, honor penjaga
untuk perpustakaary) g
Dukungan pelaksanaan pembangunan/rehab RTLH Gakin
Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban
masyarakat
Pembangunanirehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana
olahraga milik desa
enis pendapatan dalam Rancangan APBDesu telah sesuai i

W\ VW8
i\

\

Pendapatan Asli [_)esa atas Sewa Kios Desa belum Dilengkapi
dengan Kertas kerja Perhitungan Agar dilengkapi dengan Kertas Kerja Perhitungan
Estmasi pendapatan dalam Rancangan APBDesa telah sesuai dengan Pagu |-

atan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa, ADD,|-
k dan retribusi daerah, bantuan Keuangan dari Pemerintah DIy,
dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain telan sesuai dengan

Penjabaran kegi
bagian hasil paja
pantuan keuangan
ketentuan
Penganggaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa telah sesuail-

dengan Keputusan Bupati

= AR

-l

Penganggaran iuran jaminan keselamatan kerja Kepala Desa dan Perangkat|-
Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 0,24% setiap bulan dari besaran

SILTAP per bulan

=]

Penganggaran iuran jaminan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa telah
sesuai ketentuan yaitu sebesar 0,3% setiap bulan dari besaran SILTAP per
bulan
§ [Penganggaran iuran jaminan hari tua Kepala Desa dan Perangkat Desa telah|-
sesual ketentuan yaitu sebesar 3,7 % sefiap bulan dari besaran SILTAP per
bulan

¢ |Penganggaran iuran jaminan pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa telah
sesuai ketentuan yaitu sebesar 2 % sefiap bulan dari besaran SILTAP per

bulan

61 Tahun 2019

Penganggaran tunjangan BPD telah sesuai dengan Perbup
tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2020
1

/’/—-—1

12 . -

mm persiapan PTSL telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47-

T Pt s Rancangan APBDess
h Peraturan tentang 2 menganggarkan kegiatan sesuai Peraturan

Bupati

11 -
» Kegiatan wajib telah dianggarkan dalam rancangan APBDes

Rancangan APBDesa belum sesual denga
B

) belum diberikan honor selaku PPKD ——
Jenis belanja dalam kegiatan felah sesual dengan ketentu
lanja modal, dan belanja barang asa

elah sesuai ketentuan
ah sesuai ketentuan

‘Jalam Rancangan APBDesa telah sesualkelentuan -
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hggaran Upah THL Desa telah sesual ketentuan

Wwﬂ peserta / uang sidang BPD lelah sesual ketantuan

W'" bangunan telah sesual ketentuan

/”t
Banganggaran Tonorarum Tim Pelaksana Keglatan belum sesual katentuan |-

|

ey

Penganggaran Tonorarium Tim Pelaksana Keglatan belum sesual ketentuan |-

/—-—
Fenganggaran honorarium Tim Pengelola Keglatan telah sasual kelentuan .

Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan telah sesual ketentuan

| e
penganggaran honorarium Tim Pengelola Keglatan telah sesual kelontuan .

e
Penganggaran honorarium Tim Pengelola Keglatan telah sesual ketentuan .

;@lmn Fisianggaran belanja infrastruktur telah disertai rincian RAB

apan Obyek Pemeriksaan .

Tanggap
Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut kami akul dan akan segerd kami lakukan koreks| so8

Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 20 Dosember 2010,

e

ual dengan rekomendasi darl Inspoklorat

pemikian Berita Acara Ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan darl masing-masing pihak.

Wonosarl, 18 Dosember 2019
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